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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna prinsip akuntabilitas gereja 

dan pengelolaan keuangan gereja Katolik lokal di Larantuka dengan teori dan 

pedoman yang terdapat pada PSAK 45 dalam bingkai inkulturasi nilai-nilai 

budaya lokal masyarakat Larantuka. Berdasarkan analisis data yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pemaknaan prinsip akuntabilitas gereja yang mencakup akuntabilitas 

kepemimpinan dan akuntabilitas keuangan ini muncul dalam setiap 

jenjang organisasi, baik Kapela, Paroki, maupun Keuskupan. 

a. Pemaknaan Prinsip Akuntabilitas Kepemimpinan 

Prinsip akuntabilitas kepemimpinan di setiap jenjang organisasi, 

mulai dari Keuskupan, Paroki, dan Kapela ditemukan model 

kepemimpinan yang dipengaruhi oleh sosok pemimpin yaitu Uskup 

dan Romo Paroki yang memiliki peranan sebagai figurehead atau 

sebagai seorang tokoh yang dihormati oleh umat Katolik di 

Larantuka. Selain itu, kepercayaan dari budaya setempat sebagai 

anak tanah, Uskup dan Romo Paroki mengedepankan unsur 

pelayanan kepada Tuhan dan umat yang dipimpinnya seperti makna 

tradisi angkat mardomu. 
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b. Pemaknaan Prinsip Akuntabilitas Keuangan 

Prinsip akuntabilitas keuangan di setiap jenjang organisasi, dari 

Keuskupan, Paroki, dan Kapela ditemukan makna prinsip 

akuntabilitas yang dihayati dari upacara Sera Punto Dama yang 

melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pada organisasi Kapela, 

akuntabilitas diwujudkan dalam kegiatan “melaporkan keadaan 

keuangan Kapela” yang melibatkan umat sekitar. Di tingkat Paroki, 

transparansi kepada umat Paroki ditunjukkan dengan adanya 

keterlibatan umat setiap tahun saat Rapat Pra Pleno di KBG. Di 

tingkat Keuskupan, Romo Ekonom sebagai pengelola keuangan 

dibantu oleh Dewan Keuangan, namun penyusunan laporan posisi 

keuangan sepenuhnya menjadi tugas Romo Ekonom. 

2. Pengelolaan keuangan dari tingkat Kapela, Paroki, dan Keuskupan telah 

melakukan pemisahan tugas dengan cukup baik dan berlaku prinsip 

akuntansi yang diterima umum. Di tingkat Kapela, keuangan Kapela 

dikelola oleh Bendahara Kapela dan penjaga pintu kapela dengan 

mencatat pemasukan dan pengeluaran uang, setelah itu dilaporkan 

kepada umat dan para peziarah saat upacara Sera Punto Dama. Di tingkat 

Paroki, Wakil Bendahara terkadang sering merangkap tugas Bendahara I, 

laporan tahunan yang dihasilkan berupa laporan anggaran dan realisasi. 

Di tingkat Keuskupan, Romo Ekonom sebagai pengatur dan pelaksana 

tunggal, menghasilkan laporan posisi keuangan. 
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3. Pemaknaan prinsip akuntabilitas yang menggunakan metode etnografi 

dengan pendekatan interpretif (memahami dan mendalami dunia sosial 

dari sudut pandang informan), menemukan konsep lewo tanah yang 

mengarah pada suatu kosmos atau jagat yang menimbulkan rasa kesatuan 

masyarakat lokal untuk memberikan diri dan mengabdi kepada kampung 

sebagai bentuk pelayanan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan sesama. 

4. Keuskupan Larantuka belum memiliki standar dalam hal pelaporan, 

pengelolaan keuangan, dan pencatatan transaksi keuangan Paroki. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

        Penelitian yang dilakukan penulis tentu memiliki beberapa keterbatasan, 

antara lain: 

1. Dalam melakukan wawancara, penulis kurang mendalam untuk mencari 

tahu mengenai peranan pemimpin organisasi Gereja di Larantuka sebagai 

sosok yang memiliki peranan sebagai figurehead. Untuk penelitian 

selanjutnya, dapat melakukan wawancara lebih mendalam, terutama pada 

tokoh-tokoh religius yang dihormati oleh umat setempat. 

2. Dokumentasi berupa laporan keuangan yang penulis peroleh dari 

Keuskupan dan Paroki tidak mencantumkan nominal pemasukan dan 

pengeluaran kas. Hal ini dapat dimaklumi dengan alasan bersifat rahasia. 
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5.3. Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis atas hasil evaluasi yang telah dilakukan, 

antara lain: 

1. Sebaiknya Paroki San Juan membagi tugas Bendahara 1 dan Wakil 

Bendahara sesuai dengan kemampuan agar tidak terjadi perangkapan tugas 

oleh Wakil Bendahara. 

2. Upacara Sera Punto Dama yang masih dijalankan dan melibatkan umat 

Katolik dan elemen masyarakat, dapat dimaknai dan diimpelementasikan 

oleh Keuskupan Larantuka untuk membuat standar pelaporan, pengelolaan 

keuangan, dan pencatatan transaksi keuangan Paroki yang sesuai dengan 

kondisi Paroki agar menunjang kinerja keuangan Paroki di sekitar 

Keuskupan yang mulai sadar untuk menjadi organisasi Gereja yang 

mandiri, partisipatif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan misi dan visi 

Keuskupan. 

3. Sebaiknya Keuskupan dan Paroki di Larantuka mulai menyusun praktik 

tata kelola keuangan Gereja dari Keuskupan yang telah lebih dulu 

memiliki Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki dan Petunjuk Teknis 

Keuangan dan Akuntansi Paroki (standar yang dibuat oleh Keuskupan 

Agung Semarang). Pedoman tata kelola keuangan ini dapat membantu 

organisasi Gereja di Larantuka untuk tetap relevan dengan perubahan 

zaman dan masyarakat serta menjaga kepercayaan bahwa Gereja 

menjalankan tugas perutusan di bidang personil, finansial, dan spiritual 
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secara efektif dan efisien, namun tidak meninggalkan kekhasan Paroki dan 

budaya yang mempengaruhi kehidupan menggereja umat.
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